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ABSTRAK 

 

Anwar Fadilah, 202320251017 

Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab memberikan 

perlindungan terhadap anak korban maupun pelaku perundungan (bullying). Hal 

ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak 

sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. 

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana perundungan (bullying) 

sebagaimana pasal 80 ayat 1 harus diproses dengan sistem peradilan pidana 

berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp 

merupakan salah satu contoh pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai 

pelaku perundungan (bullying). Rumusan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah: Pertama, apakah ketentuan pidana pengawasan terhadap 

anak pelaku perundungan (bullying) sudah memenuhi unsur perlindungan hukum 

bagi anak yang berkonflik dengan hukum? Kedua, bagaimanakah pengaturan 

perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan (bullying) berdasarkan 

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana pengawasan terhadap anak 

pelaku perundungan (bullying) dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura 

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana 

Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setiap proses peradilan yang 

melibatkan anak sebagi pelaku pidana termasuk tindak pidana bullying, harus 

diupayakan diversi. Pidana pengawasan sejalan dengan tujuan diversi yang diatur 

dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan sudah dijalankan dalam lembaga peradilan. Akan tetapi 

keberadaan sosial media yang digunakan para pelaku oleh pelaku perundungan 

(bullying), seharusnya turut dikenakan pula UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran yang diberikan adalah pentingnya 

penerapan pasal secara maksimal dengan tinjauan pada UU Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga setiap unsur-unsur 

pemidanaan harus diberikan secara komprehensif. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Bullying, dan Diversi 
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ABSTRACT 

 

Anwar Fadilah, 202320251017 

59 paragraph 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection 

Articlestates that the Government is obliged and responsible for providing 

protection to child victims and perpetrators of bullying. This is intended to 

maintain the survival, growth and development of children as buds, potential, and 

the next generation of the nation's struggle. Children who commit criminal acts of 

bullying as referred to in Article 80 paragraph 1 must be processed with the 

criminal justice system based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child 

Criminal Justice System. The Semarapura District Court Decision Number 

4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp is one example of the implementation of legal 

protection of children as perpetrators of bullying. The formulation of the 

problems raised in this study are: First, does the criminal provision of supervision 

of children who are perpetrators of bullying fulfill the elements of legal protection 

for children in conflict with the law? Second, how is the regulation of legal 

protection for children who are  

perpetrators of bullying based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child 

Criminal Justice System? The results showed that the criminal provisions for 

supervision of children who are perpetrators of bullying in the Semarapura 

District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, have fulfilled the 

elements of Article 80 paragraph (1) jo Article 76 C of Law Number 35 of 2014 

concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Child 

Criminal Justice System and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal 

Procedure. Every judicial process involving children as criminal offenders, 

including bullying crimes, must be pursued for diversion. Criminal supervision is 

in line with the purpose of diversion as stipulated in Article 6 of Law No. 11/2012 

on Juvenile Criminal Justice System and has been implemented in judicial 

institutions. However, the existence of social media used by the perpetrators of 

bullying should also be subject to Law Number 1 of 2024 concerning Electronic 

Information and Transactions. The suggestion given is the importance of 

maximum application of the article with a review of Law Number 1 of 2024 

concerning Electronic Information and Transactions, so that each element of 

punishment must be given comprehensively. 

Keywords: Legal Protection, Bullying Crime, and Diversion. 
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